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Denpasar (Bali Post) - oA i nL :
. Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (perdin)
DPRD Kota Denpasar segera memasuki babak baru.
Pascavonis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPRD Kota Denpasar I Gusti Made Patra dengan pi-

sudah meramp s untuk tersang
Sekwan DPRD Kota Denpasar I Gusti Rai Suta.

ada halangan, Kamis tanggal 20
April lusa sudah kami lakukan
pelimpahan,” katanya.

Saat disinggung kemungki-
nan adanya tersangka lain, seba-
‘gaimana disebu am per-
sidangan di Pengadilan Tipikor
Denpasar bahwa sesuai perwali
mereka yang be ' jawab
adalah pihak yang melaksana-

Dikonfirmasi Senin (17/4)
kemarin, Kajari Denpasar Erna
Normawati Widodo Putri mem-
benarkan bahwa berkas untuk
tersangka Rai Suta sudah ram-
pung. Dengan begitu, pekan
ini akan dilakukan tahap II,
yakni pelimpahan barang bukti,
berkas dan tersangka ke jaksa
_penuntut umum. }"Jika tidak

kami, yang terpenting dalam ka-
sus ini adalah adanya pengem-
balian Rp 2,2 miliar lebih. Ini
patut diapresiasi,” ujarnya.
Sebelumnya, PPTK I Gusti -
Made Patra dalam kasus perdin
DPRD Kota Denpasar divonis
bersalah oleh majelis hakim
tipikor pimpinan Sutrisno. Da-
lam sidang yang berlangsung
Kamis (30/3) lalu, terdakwa
yang sebelumnya menjabat
sebagai PPTK DPRD Kota Den-
pasar divonis atau dihukum
selama setahun penjara.
Hakim dalam amar pu-
tusannya juga menyatakan
bahwa terdakwa tidak dibe-
bankan mengganti kerugian
keuangan negara Rp 2,2 miliar
lebih; sebagai akibat perbua-
G }}i S Ry

tan terdakwa.|Alasannya,
pihak DPRD
sudah menit

Hakim juga menyatakan uang
‘yang dititip itu dirampas oleh
negara untuk selanjutnya di-
hitung sebagai gengembalian
uang sebagai akibat kerugian
negara. Dalam amar putusan-
nya, hakim juga menyinggung
bahwa yang mempunyai inisi-
atif perdin ini adalah Dewan
Denpasar. (kmb37)
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~ Rampung, Berkas Kasus .
Dugaan Korupsi Perdin Mantan Sekwan

A ' ; ' vid .
dana penjara WM&P@P@M% Densapac

kan perti]j:na,i1 ]gaggn Denpass;rh;mg'
menegaskan bahwa yang pali
bertanggung jawab adalah Se-
kwan DPRD Denpasar.

Seperti diberitakan sebelum-
nya, berembus kabar bahwa ada
dua pihak lain yang terseret dan
namanya selalu muncul dalam
kasus perdin ini, yakni travel yang

-mendapat tugas mengatur perdin
dewan tanpa tender dan dewan
sendiri selaku pe in.
Ada dua travel yang mengerjakan
proyek perdin tersebut.

Kajari Denpasar Erna Nor-
mawati Widodo Putri dalam me-
nyikapi perkara ini berpendapat
lugas bahwa dalam kasus ini su-
gah ada pengembalian kerugian

euangan negara yang nilainya
Rp 2,2 miliar lebih. “Menurut
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WALI Kota enpasarI B.Rai
Dharmawijaya Mantra dan Wak-
- il Wali Kota I GN Jaya Negara
menyampaikan Laporan Ket-
_erangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran
2016 pada Sidang Paripurna
Ke-2 Masa Persidangan I di
Gedung DPRD Kota Denpasar,
‘Senin (17/4) kemarin. Agenda
sidang yang dipimpin Ketua

Ngurah Gede ini diawali den-
gan pidato pengantar Wali Kota
dibacakan Wakil Wali Kota I GN
Jaya Neg#ra dan dilanjutkan
dengan pembacaan rekomendasi
DPRD Kota Denpasar yang dis-

~ampaikan I.B. Kompyang Wira-
nata. Sidang juga dihadiri Sekda
~ Kota Denpasar Railswara,

Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Kota Denpasar dan
' Pimpinan Organisasi Perangkat
‘Daerah Pemkot Denpasar.
~Pidato pengantar Wali Kota
g disampaikan Wakil Wali
i,(ota I GN Jaya Negara bahwa
strategi pokokt}'pembangunan

Kota Denpasar yang ditetapkan

dalam dokumen Rencana Pem-

DPRD Kota Denpasar I Gusti

bangunan J eEFka Menengah
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REKOMENDASI -

akil Wali Kota I GN Jaya Negara men-
~ erima rekomendasi dari DPRD Kota Denpasar yang diserah-

‘Wali Kota Sampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2u16
Rekomendasi Dewan Sebut Pembangunan Berjalan Baik Sesuai Target

kan Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede pada
penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 pada Sidang

Paripurna ke-2 Mas

Persidangan I di Gedung DPRD Kota

Denpasar, Senin (17/4) kemarin.
:

Daerah (RPJMD) Kota Denpasar
tahun 2016-2021 telah menun-
jukkan hasil yang baik. Ditun-
jukkan dengan laju pertumbu-
han ekonomi Kota Denpasar dari
tahun ke tahun dalam arah yang
positif. Tingkat pengangguran
tor pendidikan dengan angka
rata-rata lama sekolah di tahun
2016 mencapai 11,03 tahun,
yang menunjukkan program
Wajib Belajar Sembilan Tahun
* telah dilampaui, dengan Indeks
,Ee;mbangunan Manu ia (IPM)
i tahun 2016 mencapai 82,44
yang merupakan angka tertinggi
di Bali.

Anggaran Pendapatan dar}
Belanja Daerah (APBD) Den
pasar Tahun 2016 dirancang
untuk memenuhi kebutuhan
dan kepentingan masyarakat
secara optimal berdasarkan

- pada efisiensi, efektivitas, te-
pat waktu dan penggunaannya
dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan pengelolaan belanja
daerah diprioritaskan untuk
pelayanan dasar di bidang
pendidikan, kesehatan dan
fasilitas sosial serta fasilitas
umum yang layak berdasar-
kan analisis standaF biaya,
standar harga dan tolok ukur
kinerja. “Rekomendasi yang

telah disampaikan Dewan yang
konstruktif akan kami kaji dan ~

tindak lanjuti sesuai urgensi
dan manfaatnya serta akan
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mengalami penurunan dengan
kondisi di tahun 2010 mencapai
6,57 persen dan tahun 2015
mencapai 3,54 persen dengan
angka ini masih di atas rata-
rata capaian Provinsi Bali tahun
2015 yakni 1,99 persen. Sek-

dijadikan bahan acuan dalam
rangka pelaksanaan program
kegiatan yang telah ditetapkan
maupun penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran
pada masa berikutnya,” ujar
Jaya Negara.

Sementara itu, rekomendasi
dewan yang disampaikan I[.B.
Kompyang Wiranata menyata-
kan bahwa kegiatan pembangu-
nan tahun anggaran 2016 sudah
berjalan baik sesuai dengan
target yang telah ditetapkan. Re-
komendasi Dewan menyatakan
Pemkot Denpasar dan Pemprov
Bali agar melakukan koordinasi
dan komunikasi berkaitan den-
gan infrastruktur yang menjadi
tanggung jawab Pemprov Bali
yang berlokasi di Kota Denpasar.
Seperti kondisi trotoar yang
sudah rusak, saluran drainase
tersumbat yang mana Pemkot
Denpasar tidak berdaya akibat
kewenangan perbaikan dan pe-
meliharaan yang berada pada ke-
wenangan Pemprov Bali. Dalam
hal ini, masyarakat umum hanya -
mengetahui bahwa hal tersebut
merupakan tanggung jawab -
Pemkot Denpasar. (ad1013)




